2
PAGE  
12
BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta untuk menciptakan kemandirian dalam melaksanakan pembangunan nasional, dan seiring dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat, mengenai otonomi daerah yang salah satunya dengan dikeluarkannya ketetapan MPR RI No.XV / MPR / 1998 yang menetapkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan peradilan keuangan pusat dan daerah. Disamping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu maka setiap pemerintah daerah beserta masyarakatnya berhak untuk menggali dan mengolah serta mengelola potensi daerahnya masing-masing guna meningkatkan perubahan dan pelayanan didaerahnya. 

Dengan diberlakukannya otonomi daerah diharapkan adanya perubahan secara bertahap  bagi daerah yang bermula dari upaya mengurangi ketergantungannya dari pusat, menuju kemandirian daerah. Penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik propinsi, kabupaten, dan kota telah memberikan keleluasan bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi daerah dan melaksanakan pembangunan daerahnya.

Untuk pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diperlukan sumber pembiayaan. Sumber-sumber tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya kota Bandung, dana perimbangan dan pinjaman daerah. Untuk menjamin sumber pembiayaan tersebut, pemerintah daerah harus mampu memainkan perannya untuk dapat mengoptimalkan penerimaan-penerimaan tersebut khususnya dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak reklame dan pajak restoran. Dimana potensi pajak reklame dan pajak restoran ini bila dikelola dengan baik dan benar dapat mengoptimalkan pendapatan dari penerimaan pajak daerah.
Pajak reklame adalah pajak atas penyeenggaraan reklame, yang terdiri dari benda, alat, perbuatan atau media menurut bentuk dan susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran atau tempat menyantap makanan dan/ atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Selain dari itu, pajak reklame dan pajak restoran mempunyai potensi yang sangat besar untuk digali oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Kota Bandung. Sebagai contohnya adalah pemasangan reklame baik yang berbentuk billboard, spanduk atau umbul-umbul dijalan-jalan, took-toko dan lain sebagainya serta pendirian restoran baik yang berupa bangunan rumah makan, bar, café, bakery, pujasera, dan sejenisnya yang dari tahun ke tahun pungutan pajaknya mengalami perkembangan, akan tetapi masih ada permasalahan yaitu reklame yang telah habis masa berlakunya masih tetap terpasang, bahkan ada yang tidak memiliki ijin pemasangan reklame sama sekali dan ada pua yang mendirikan tempat makan dan minum tanpa memiliki ijin terlebih dahuu dari pihak yang bersangkutan, bahkan ada yang mendirikan tempat makan dan minum ini secara sembarangan tidak memperhatikan kepentingan umum dan factor kenyaman. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya sosialisasi aparat pemerintah daerah kepada masyarakat tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pemasangan reklame dan pendirian restoran serta kurang adanya kesadaran dari masyarakat dalam melakukan pemasangan reklame dan pendirian restoran ini tidak meaporkan kepada pihak atau aparat pemerintah daerah bagian pajak reklame dan pajak restoran.
Oleh karena itu, diperlukan upaya yang dapat mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya dari pajak daerah yaitu pajak reklame dan pajak restoran dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat solusi-solusinya dan pengawasan yang sebaik-baiknya tentang ketentuan-ketentuan pajak reklame dan restoran agar setiap wajib pajak mengerti, memahami dan tentunya melaksanakan ketentuan tersebut. Apabila hal tersebut berjalan dengan baik dan benar, maka akan meningkatkan pendapatan daerah tersebut. 

Oleh sebab itu, maka setiap daerah harus dapat mengetahui seberapa besar potensi daerah yang dapat digali dan dikembangkan, serta selanjutnya dapat dilihat bagimana perbedaan penerimaan pajak reklame dengan penerimaan pajak resotoran sehingga pada akhirnya seluruh potensi penerimaan pajak reklame dan penerimaan pajak restoran yang ada dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan pajak daerah.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Perbedaan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dengan Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Bandung”.
1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat mengidentifikasi dan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak reklame mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2004.

2. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak restoran mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2004.

3. Bagaimana perbedaan penerimaan pajak reklame dengan penerimaan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
Maksud dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan kontribusi penerimaan pajak reklame dengan penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Bandung.

Tujuan Penelitian antara lain : 
1. Untuk mengetahui Bagaimana kontribusi penerimaan pajak reklame Kota Bandung mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2004.

2. Untuk mengetahui Bagaimana kontribusi penerimaan pajak restoran Kota Bandung mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2004.

3. Dan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan penerimaan pajak reklame dengan penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

a. Bagi Instansi/Lembaga 

Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan, bahan pertimbangan serta evaluasi dalam menentukan kebijakan selanjutnya, serta dapat memberikan informasi mengenai perbedaan kontribusi penerimaan pajak reklame dengan penerimaan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

b.
Bagi penulis


Dapat meningkatkan wawasan dan memperdalam pengetahuan juga pemahaman terhadap Pajak reklame dan pajak restoran serta sumber-sumber Keuangan Pendapatan Asli Daerah kota Bandung.

c. 
Bagi Peneliti Selanjutnya


Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam memperluas wawasan guna meningkatkan informasi tentang perpajakan terutama pajak reklame dan pajak restoran serta sumber-sumber keuangan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dengan adanya ketetapan MPR RI No. XV / MPR / 1998 tentang pengawasan otonomi daerah dan Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, setiap daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk menjalankan otonomi daerah. Dimana dalam melaksanakan otonomi daerah tersebut dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya.

Untuk pembangunan daerah tersebut maka diperlukan sumber pembiayaan bagi daerah. Pajak dan retribusi daerah yang berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah,  merupakan salah salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar jumlah dan pengaruhnya bagi pembangunan disuatu negara, selain tergantung pada sumber daya manusianya dan dana yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Selain itu pajak sebagai sumber penghasilan atau pemasukan uang ke kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.
Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 3 huruf a, pengertian pendapatan asli daerah (PAD) adalah :

“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.                                                                                                         

(1999:32)


Dari pengertian pendapatan asli daerah diatas bahwa penyelenggaran pemungutan hasil dari pendapaan asli daerah tersebut diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang berdasarkan pada peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah meninjau uraian tentang perngertian pendapata asli daerah (PAD), berikutnya akan dijelaskan sumber-sumber yang menjadi penghasilan pendapatan asli daerah (PAD), salah satunya berasal dari pajak daerah, yaitu :
Berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 1999 sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah

Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang tidak dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, yang terdiri dari:

2. Hasil Retribusi daerah

Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah dengan imbalan langsung dan tidak dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah).

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (antara lain: penjualan asset tetap daerah dan jasa giro). 

Dari sumber-sumber pendapatan asli daerah diatas, dapat kita ketahui hasil pajak daerah merupakan salah satu dari sumber pendapatan asli daerah.
Menurut Rachmat Soemitro dalam buku Perpajakan menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
(2002 : 1)
Seperti yang telah diuraikan diatas, dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dan digunakan untuk pengeluaran negara. Pajak terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah.
Pajak pusat merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk menunjang pembangunan dan belanja negara. Menurut Erly Suandi dalam buku Perpajakan  menyatakan  bahwa :

“Pajak pusat / negara ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, yang menyelenggarakannya di daerah, dilakukan oleh inspeksi pajak setempat dan hasilnya untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya”.






     
               (2002:1)
Pajak pusat terdiri dari beberapa jenis pajak yang diantaranya adalah:

1. “Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnyadimulai atau berakhir dalam tahun pajak”.

2. “Pajak Pertambahan nilai (PPn) adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai (value added) dari barang yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) apakah ia pabrikan, importir, agen utama, atau distributor utama”.             
3. “Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yangdikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya”.

4. dll.
                                                                                                                           (2002:1)

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan yang didapatkan oleh masing-masing daerah dalam menunjang otonomi daerah. Menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan menyatakan bahwa : 

“Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah tersebut”.

        (2003 : 1)


Pajak daerah merupakan salah satu sumber-sumber keuangan pendapatan asli daerah kota bandung. Jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota menurut   Undang-Undang RI No 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang diubah dengan und Nomor 34. tahun 2000, adalah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran 
3. Pajak Hiburan 
4. Pajak Reklame 
5. Pajak Penerangan Jalan 
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak sewa menyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan

8. Pajak Parkir

Berdasarkan uraian mengenai pajak daerah, penulis hanya akan membahas atau meneliti tentang pajak reklame dan pajak restoran, alasannya yang membuat penulis tertarik adalah semakin berkembangnya penggunaan reklame baik oleh perusahaan-perusahaan sebagai sarana promosi produk-produknya maupun oleh organisasi-organisasi sebagai alat untuk memberitahukan himbauan-himbauan atau daalam bentuk yang bersifat ajakan dan semakin berkembangnya pula berdirinya restoran-restoran baik oleh orang pribadi maupun badan sebagai sarana untuk beristriraha sambil menikmati makananan dan minuman yang siap saji dan praktis serta bias dijadikan sebagai tempat untuk mencari kenyamanan tersendiri dan bias untuk melepas kelelahan setelah beraktivitas sepanjang hari. Seperti kita ketahui perkembangan penggunaan reklame dan pendirian restoran dari tahun ke tahun menggalami perkembangan yang pesat. Ini berarti menunjukan penerimaan pajak reklame dan penerimaan pajak restoran pada daerah kota bandung juga akan bertambah. Untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah dari pajak reklame dan pajak restoran ini dapat diperoleh apabila pengendaliannya baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain membahas tentang perkembangan pajak reklame dan pajak restoran seperti yang telah dijelaskan diatas, peneliti dalam penelitian ini juga akan membahas mengenai penerimaan pajak reklame dan penerimaan pajak restoran. Penerimaan pajak reklame yang akan diteliti yaitu mulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun  2004 dan penerimaan pajak restoran mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. dari penerimaan pajak reklame dan penerimaan pajak restoran terdapat perbedaan, dan penulis akan menganalisis dan membahas perbedaan antara penerimaan pajak reklame dengan penerimaan pajak restoran tersebut.

Sebelum meninjau lebih jauh kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian pajak reklame dan pajak restoran itu sendiri, menurut asumsi peneliti bahwa pajak reklame adalah pungutan yang berasal dari penyelenggaraan reklame. Baik yang diselenggarakan oleh perusahaan maupun organisasi, sedangkan Pajak restoran adalah pungutan yang berasal dari pelayanan restoran. Baik yang diselenggarakan oleh orang pribadi maupun badan yang mengatasnamakan namanya sendiri atau mengatasnamakan nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
Setelah diberlakukannya otonomi daerah, maka pemerintah daerah harus bisa membangun daerahnya sendiri dengan menggunakan dana yang berasal dari daerahnya, yang salah satunya yaitu berasal dari penerimaan pajak daerah khususnya penerimaan pajak reklame dan penerimaan pajak restoran. Untuk melaksanakan pembangunan daerah ini diperlukan dana yang sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus berupaya dalam menggali potensi dan sumber-sumber keuangannya sendiri khususnya yang berasal dari pajak daerah, untuk memenuhi kebutuhan dana dalam pelaksanaan pembangunan daerahnya.

 Berdasarkan uraian dalam kerangka pemikiran, maka penulis mengajukan hipotesisi yaitu untuk mengetahui perbedaan antara penerimaan pajak reklame dengan penerimaan pajak restoran. Untuk lebih Jelasnya dapat kita lihat dalam Gambar 1.1 tentang kerangka pemikiran penelitian.

















Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penulis melaksanakan penelitian di bagian retribusi pajak reklame atau TP2R dan bagian retribusi pajak restoran pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang beralamat di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung 40111.

Adapun waktu untuk melaksanakan Penelitian dimulai sejak tanggal 28 April 2006 sampai dengan tanggal 28 Juli 2006.
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